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Abstrak

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan
seringkali mengalami pasang surut, dalam hal ini pemerintah masih berupaya keras untuk
mewujudkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, namun masih banyak permasalahan
dalam proses pelaksanaannya yang sebenarnya. Salah satunya mengenai tunggakan
perusahaan sebagai pemberi kerja, yang akan berdampak pada pekerja yang tidak dapat
menikmati manfaat dan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan
yang wanprestasi akan dikenai sanksi melalui mekanisme internal dan eksternal yang
disediakan oleh fungsi pengawasan dan pemeriksaan ketenagakerjaan BPJS. Melalui kerja
sama dengan mitra strategis seperti pemerintah daerah, Kejaksaan Agung RI, dan
Kementerian Keuangan, sanksi terhadap perusahaan dapat berupa peringatan pencabutan izin
tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang dilakukan dengan
menelaah undang-undang, karya ilmiah, buku, dan publikasi terkait lainnya, serta melakukan
wawancara dengan para pengulas dan pimpinan. Masalah ini harus diselesaikan secara lebih
spesifik dan dengan sanksi yang lebih tegas, agar BPJS Ketenagakerjaan dan mitra strategis
lainnya dapat berkoordinasi lebih baik untuk mewujudkan perlindungan hukum yang nyata
bagi masyarakat, khususnya para pekerja.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja, Perusahaan, Tunggakan luran.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja. Tenaga kerja bisa saja mengalami resiko saat menjalankan pekerjaan,
sehingga kelangsungan hidup tenaga kerja dan anggota keluarganya perlu mendapatkan
perhatian. Di sisi lain, negara berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga
kerja beserta anggota keluarganya. Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bentuk perhatian
pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup para pekerja,
jaminan sosial tenaga kerja adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja,
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terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan
dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak (tenaga kerja dan
pengusaha). Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai jaminan sosial yang berlaku bagi seluruh rakyat, peraturan tersebut adalah Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di dalam undang-
undang tersebut rakyat Indonesia memiliki 5 jaminan yaitu, jaminan kecelakaan Kkerja,
jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Untuk
mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, tenaga kerja wajib mendaftarkan diri atau
didaftarkan oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran yang
persentasenya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perusahaan sebagai
pemberi kerja dalam kegiatan wajib mendaftarkan diri atau pekerja perusahaannya sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat pasal 15 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selain melaksanakan tugas
sebagai warga negara, juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi setiap orang terkait
yang ada pada perusahaan. Perusahaan yang tidak rutin melakukan pembayaran iuran untuk
pekerjanya tentu saja membawa dampak buruk bagi pekerjanya. Dampaknya adalah ketika
pekerjanya akan melakukan klaim atas manfaat BPJS Ketenagakerjaan namun pekerja
tersebut tidak dapat menikmati haknya. Perlunya suatu kepastian hukum dalam perkara
penyelesaian tunggakan iuran jamsostek antara perusahaan selaku pemberi kerja merupakan
persoalan penting yang wajib untuk diperdalam, hal ini berkaitan dengan hak tenaga kerja
sebagai warga negara yang harus terus mendapatkan perlindungan jamsostek agar setiap
pekerja merasa aman dalam menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dari

pemberi kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitin ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana bentuk dan proses penyelesaian tunggakan iuran dalam penyelenggaraan
jaminan sosial ketenagakerjaan antara pemberi kerja dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Jakarta Ceger?
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2. Bagaimanakah bentuk dan proses perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja
dalam proses penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Kantor

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif-empiris digunakan dalam penyusunan penelitian ini.
Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data
Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Sedangkan menurut
Bambang Sunggono (2005), penelitian empiris disebut juga penelitian hukum non doktrinal
yang membahas interrelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Sumber
data yang digunakan dalam penelitan ini didapatkan dari penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan. Adapun pada penelitian kepustakaan akan mengumuplkan bahan-bahan
hukum yang mencakup: bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, bahan hukum sekunder yaitu literatur
dan karya ilmiah hukum dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum untuk menjelaskan
istilah dan pengertian-pengertian. Sedangkan pada penelitian lapangan, penulis melakukan
wawancara pada petugas pemeriksa dan pimpinan fungsi pengawasan dan pemeriksaan

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger.

Pembahasan

A. Bentuk dan Proses Penyelesaian Tunggakan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja antara Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan

Secara garis besar, terdapat beberapa jenis-jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan

program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu:

a) Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), perusahaan/pemberi kerja yang sama sekali
belum mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

b) Perusahaan Menunggak luran (PMI), adalah perusahaan yang tidak membayar atau
terlambat membayar iuran pada BPJS Ketenagakerjaan.

c) Perusahaan daftar sebagian (PDS), adalah perusahaan yang belum sepenuhnya tertib
secara administrasi dalam melaporkan data tenaga kerja, jenis pelanggaran ini terbagi

menjadi 3 jenis, yakni:
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1) PDS tenaga kerja, adalah perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan tetapi belum mendaftarkan tenaga kerjanya secara keseluruhan.

2) PDS upah, adalah perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan tetapi
tidak melaporkan upah tenaga kerja yang sebenarnya.

3) PDS program, adalah perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah harus
mengikuti empat program BPJS Ketenagakerjaan, namun hanya mengikuti dua atau

tiga program BPJS ketenagakerjaan.

(F'rmu.xh.:.a"'-‘-’.:uh Bedum Lul'..ﬁ r \ (T dak Mcndi_il:.]ll-_:;n \ [ \

» Perusahaan Daftar Sebagiar * Internal (Tequran & Dendal Pelayanan Publi Tertentu
« PDS Tenaga Kesja + Pembinaan Perusahaan kepada PTSP Pernda + Penytaan Aset oleh Kejokssan
- PDS Program + Pangaaasan dan Pameriksaan » Pernanggilan oieh Kejaksaan *Upaya Litigasi (jika ditermukan
- PD5 Upah - Eksternal medalul Surat Kuasa Khusus unsur Pidand)

» Perusahaan Menunaggak luran «Waspadu Disnakes

+ Waspadu KPENL

» Waspadu Kegaksaar
~ Pelanggaran oleh ) - J ~ Rel A ') \ J
Pemberi Kerja -

Pihak yang berwenang: Pihak yang berwenang: Pihak yang berwenang
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Gambar 1. Bagan Upaya Penyelesaian Tunggakan luran Jamsostek

Merujuk pada PP 86 tahun 2013 dan wawancara kepada Deputi Direktur Bidang Pengawasan
dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, Achmad Hafiz, alur pelaksanaan mengenai bentuk
dan penyelesaian pelanggaran termasuk tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara
administratif dan kordinatif serta litigasi dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Upaya secara administratif
Pengenaan sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing
untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Teguran tertulis pertama untuk jangka waktu 10 hari, apabila sampai dengan berakhinya
jangka waktu 10 hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi kerja selain penyelenggara

Negara tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis
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kedua untuk jangka waktu 10 hari. Pada tahap ini, pendekatan yang digunakan oleh BPJS

Ketenagakerjaan adalah pendekatan administratif.

2. Upaya secara kordinatif

a. Apabila pada masa teguran tertulis pemberi kerja tidak juga membayar iuran pada
BPJS Ketenagakerjaan maka pemberi kerja akan dikenakan sanksi denda oleh BPJS
Ketenagakerjaan, yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran kedua berakhir. Besarnya denda
yang dikenakan adalah 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang
seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir yang
disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan bersamaan dengan pembayaran iuran
berikutnya. Pada tahap ini, BPJS Ketenagakerjaan akan menggunakan pendekatan
kordinatif dengan melakukan kunjungan pemeriksaan kepada perusahaan yang
melanggar. Setelah melakukan kunjungan tersebut dan petugas pemeriksa BPJS
Ketenagakerjaan menemukan adanya pelanggaran (baik PWBD, PMI maupun PDS)
petugas akan melakukan kordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja untuk
selanjutnya dapat diberikan surat peringatan hingga kunjungan bersama. Dinas
Tenaga Kerja juga memperhitungkan kemungkinan resiko terburuk bilamana
perusahaan tutup dan tidak bisa menjalankan roda operasional perusahaan dengan
lancar. Berapa banyak pekerja yang akan menganggur dan akan menjadi
permasalahan sosial yang baru. Perusahaan dapat mengajukan permohonan
keringanan dalam menjalankan usahanya dan berupaya menunjukkan itikad baik
dengan alasan untuk mempertahankan eksistensi usaha dan sekaligus
mempertahankan para pekerjanya agar tetap dapat bekerja dengan baik dan tidak
perlu adanya PHK. Tidak ada upaya lain yang dapat di lakukan selain melunasi
tunggakan iuran tersebut, namun jika sikap perusahaan yang kooperatif dapat
memberikan upaya keringanan dalam melakukan pelunasan, upaya pelunasan
tersebut dapat di lakukan secala berkala atau di cicil.
b. Apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, Dinas Tenaga Kerja dapat

memberikan rekomendasi sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah

kabupaten/kota dalamm hal ini PTSP atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan yang
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meliputi perizinan terkait usaha; izin yang diperlukan dalam mengikuti tender
proyek; izin memperkerjakan tenaga asing; izin perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh; atau izin Mendirikan Bangunan (IMB).

c. Terkait dengan piutang iuran yang belum dibayarkan oleh perusahaan, BPJS
Ketenagakerjaan dapat melimpahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri
untuk mengeluarkan surat peringatan bagi perusahaan yang tidak membayar iuran.
Setelah itu Kejaksaaan Negeri dapat melakukan panggilan terhadap perusahaan yang
menunggak tersebut. Apabila tidak ada kepastian pembayaran maka kemudian
dilakukan tindakan pemaksaan berupa penyitaan barang milik perusahaan untuk
menutupi tunggakan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Upaya secara litigasi
Jika terdapat laporan pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan (PWBD,
PMI maupun PDS) BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat melakukan tindak lanjut atas
laporan tersebut, mengingat status petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan bukanlah
sebagai Penyidik PNS sebagaimana yang dijelaskan pada UU No. 8 tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa yang mempunyai wewenang untuk
melakukan penyidikan adalah Penyidik PNS dan Penyidik POLRI. Maka, BPJS
Ketenagakerjaan dapat mengalihkan laporan tersebut kepada PPNS baik pada Dinas
Tenaga Kerja yang dikoordinasi oleh Kepolisian RI hingga dilimpahkan ke PTUN.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 55 tentang BPJS menyebutkan bahwa Pemberi
Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Pekerja dalam
Proses Penyelesaian Tunggakan luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada

pekerja peserta antara lain:

1. BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan tindakan administratif kepada perusahaan dengan
cara teguran tertulis dan denda keterlambatan pembayaran iuran kepada perusahaan yang

melanggar dan menunggak iuran.
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menunggak. Dari hasil penyidikan kemudiar
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Dengan cara teguran tertulis dan denda
keterlambatan pembayaran iuran kepada

simpulan tentang mekanisme

pembayaran yang akan dilakukan perusahaan

Gambar 2. Upaya Perlindungan Hukum oleh BPJS Ketenagakerjaan

2. Untuk pengenaan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan public tertentu, BPJS
Ketenagakerjaan dapat melakukannya dengan cara melakukan permintaan kepada
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan rekomendasi dari Dinas Tenaga
Kerja.

3. BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan melalui Surat Kuasa Khusus yang di berikan
BPJS Ketenagakerjaan kepada Kejaksaan memberikan tugas kepada Kejaksaan untuk
membantu menagih hutang-hutang perusahaan yang melakukan penunggakan iuran.
Melalui Surat Kuasa Khusus tersebut kemudian dapat dilakukan pemanggilan kepada
perusahaan yang menunggak agar melunasi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dari hasil
penyidikan kemudian diambil kesimpulan tentang mekanisme pembayaran yang akan
dilakukan perusahaan. Apabila tidak ada kepastian pembayaran maka kemudian dilakukan
tindakan pemaksaan berupa penyitaan barang milik perusahaan untuk menutupi tunggakan
BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut dilakukan agar para pekerja bisa mendapatkan
haknya di BPJS Ketenagakerjaan.

4. Terkait sanksi pidana yang tertera dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, pada
kenyataannya BPJS Ketenagakerjaan tidak berwenang untuk melakukan penyidikan atas
laporan yang diterima, melainkan harus dilakukan oleh instansi yang berwenang sehingga
laporan tersebut harus dialihkan dengan harapan instansi tersebut memiliki tujuan yang
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sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menertibkan perusahaan yang melakukan
pelanggaran terhadap pekerjanya.
Berdasarkan uraian diatas, dalam perlindungan hukum kepada pesertanya, pihak BPJS
Ketenagakerjaan sendiri pun tidak dapat mengambil langkah lebih untuk melindungi hak-hak
pekerja selain memberikan teguran dan sanksi kepada perusahaan dengan harapan agar
perusahaan mau membayar hutang-hutang yang sudah menunggak dan menjadi sumber

permasalahan.

Penutup

A. Kesimpulan

Hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Bentuk penyelesaian tunggakan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara
administratif berupa teguran tertulis dan denda keterlambatan pembayaran iuran.
Sedangkan secara kordinatif dengan melibatkan mitra-mitra strategis seperti Dinas Tenaga
Kerja untuk pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dan Kejaksaan
Negeri sampai dengan pengambilan aset secara paksa untuk melunasi piutang iurannya.
Sedangkan degan upaya litigasi belum dapat dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan
terkait dengan wewenang dan statusnya.

2. Perlindungan hukum yang dapat di berikan pada para pekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan
masih rendah dan bergntung kepada instansi lain serta terbatas pada fungsi
administratifnya saja karena tidak adanya diskresi kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam
melakukan penindakan laporan pelanggaran perusahaan baik perdata maupun pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai

berikut:

1. Masyarakat khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan seharusnya lebih aktif mengawal
proses penyelesaian tunggakan iuran oleh perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan melalui
pengaduan yang tersedia, dan pemerintah seharusnya lebih berani mengeluarkan sanksi
pada perusahaan yang tidak melakukan penyelesaian kewajibannya membayar iuran BPJS
Ketenagakerjaan, dengan sanksi yang tegas oleh pemerintah pasti akan membuat
perusahaan takut dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang membiarkan tunggakan

BPJS ketenagakerjaan.
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2. Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan seharusnya memiliki suatu
bentuk diskresi hukum selaku pemerintah dan instansi terkait agar dapat mengambil suatu
tindakan untuk menyelamatkan para pekerja, seharusnya dengan tindakan diskresi tersebut
dapat memberikan sedikit keringanan pada pekerja dan tetap menjaga kesejahteraan para

pekerja melalui pemenuhan hak-haknya.
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